PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PPK KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 186

/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/V1/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR :81/PP.04.2-
Kpt/7310/KPU-Kab/11/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

Abstrak:

Bahwa berdasarkan Pasal 122A ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6512).

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan mengaktifkan kembali aktifitas Tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor : 186 /PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/V1/2020 ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU
(Lembaran Negara Rl Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rl Tahun 2020 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 6512).UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi UU (Lembaran Negara Rl Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 6516); PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4828); Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19);
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
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Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU,
KPU/KIP, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS, dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Rl Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan
KPPS Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Rl Tahun 2019
Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata KPU, KPU dan KPU/Kota
(Berita Negara Rl Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Rl Tahun 2020 Nomor 615).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 186 /PP.04.2-
Kpt/7310/KPU-Kab/V1/2020 ini Menetapkan :

Pengaktifan kembali atas Penundaan tugas dan masa kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Liukang Tupabbiring dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana namanya
tercantum dalam Lampiran Kputusan ini.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
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